 PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KECAMATAN JONGGAT
DESA PUYUNG

EARCE S 95 2

PERATURAN DESA PUYUNG .NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
2023 - 2029

RPIMDes
12023 - 2029




b7 Tamb.ahan Lembaran Negaral Rep, b
5495); |
Undang-Undang Nomor
Pemerintahan  Daerah

~ diubah dengan Peraturan Pemenntah
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f '.Penyelenggaraan Pemerintah dan bar
(Lembaran Daera.h Kabupaten Lombok't- -

Peraturan Daerah Nomor 1
Penyelenggaraan Pemerinatah dan Pemb

(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengai'x
Nomor 7);

Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentan
Penyusunan Rencana Pembangunan _Jangkar

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak As:
Berskala Desa (Lembaran Desa Puy




A -Desa, dan unsur masyarakatyani‘*
uuyawaratan Desa untuk menyepakati :

usyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan vunlur
'_Ienggarakan oleh Pemerintah Desa untuk mene

1 kegmtan dan kebutuhan Pembangunan Desa y%

ran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarak

atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten_ ‘

8. Pe ai‘nran Desa adalah peraturan perundang-undangan yang
h Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati

dan pengalokasian sumber daya desa
an\rpembangunan desa. - Lo




saran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya dié'ef ut APB

, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pend
belanja negara yang dlperuntukkan bagi Desa yang d1tra.nsfer

tuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelak
pembangunan  Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa,

iberdayaan masyarakat Desa.

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah
»penmbanga.n yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana A

yarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra peme
sa dalam memberdayakan masyarakat,

' 'mbaga adat Desa




bijakan perenca.naan pemban._
Desa;
ncana pembangunan Desa melalm musya

nyu ranca.nga.n RPJM Desa;

rencana pembangunan Desa melalui

Pasal 3

- Permusyawaratan Desa menyelenggarakan
kan laporan hasil pengka_uan keadaan desa.

Pasal 4

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal- 3,




(2) Tim penyus .l MDesa melakukan perbaikan berda
Desa da -kepala Desa belum menyetujui ran
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Pwu.ng Khususnya dalam Penyelenggaraan 1-'5

bmgu;mn untuk jangka waktu 6 (enam) tahun .kﬂ%,._

A pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
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% _Kondig:i Pemen'ntahan DESA it q- o
2.2.1. Pembagian Wilayah Desa.........
~ 2.2.2. Struktur Orgnisasi Pemerintahan

' -3-,2;0 Misi vesssenssrrssene seopesy st LT RTINS
. TUJUAN DAN SASARAN ......ccoorermmmimsssssissessees

STRATEGI PEMBANGUNAN DESA. ........
ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA..........
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Tahun 1945,

i ' %

; .hndnan Pemikiran — dalam  pengaturan inengcnai-

_tltildat setempat yang dinkui dan/atau dibentuk dalam sistim Pcmenn
Nasional dan berada di Kabupaten / Kota, maka sebuah desa diharu.s
mcmpunyai pcrcncnnnun yang mamng herdasarkan partisipasi dan transp

Rencana Pembungunan Jangka Mcncngah Desa (RPJMDes) ataupun R?‘x‘)

Kerja Pembangunan Desa (RKP Des).
RPJMDes Desa Bunkate ini merupakan rencana strategis Deg;a"

untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJMDes tersebut nantin
menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perenca
Kabupaten, Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik ma
‘memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepa
ielaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang leb
1p..pr1ngip pemerintahan yang baik (Good Govemance){ a
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: Jam pada Tahun 1960 Desa Puyung Mekar mejadi Desa B




- SD/MI
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""'hui'iri.‘:‘_'.l'-ak | dimasyars

or Daya Alam (SDA)
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ku liner
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S arakat terutama  sarana pendukung k

ifasi masyarakat dalam pembangunan, 3
katkan ekonomi masyarakat deng o

e L /
. tempat 1badan d




ﬂ b"'_rh“ﬂan Pﬂmbangunan desa/d

sehingga terjalin sinergisitas pemerintahan yang bersih
mendukung Reformasi Birokrasi dan pelayanan prima dengan
menumbuh kembangkan budaya dzsxphn dan ramah;

lembaga Desa; _
Terwujudnya Pemberdayaan masyarakat melalui kelompok-kelomgo 2
UMKM serta memberdayakan semua potensi yang ada dimasya
yang meliputi : Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya
(SDA), ekonomi kerakyatan pemuda; ‘ :
Mengembangkan ide-ide/ inovasi masyarakat yang berpq
segala bidang, baik bidang kesehatan, pendidikan, teknolc

‘wisata termasuk pertaman,




dan Prasarana Terbatas
Dusun  belum




a pengldap peny
hat masih rendah




n  penyuluban  Petani
| ternak, Perikanan Darat
: gﬁl’crlu budi daya tanaman alternatif g
~ yang bernilai tinggl N wiaf e

| b, .

Belum  memiliki - keterampllan
dllam membuat dan menerapkan

pupuk organik
ebaglan masyarakal sebagl buruh
















tas j 1 dusun yang ada
nerja masih kurang
coordinasi dengan perintah desa

masih kurang
T yan, ada







ecarn umum kebljukan pengembangan keuangan desa ;
m kapasitas dan kemandaririan kemampuan keuangan dmh_
lnmmlﬂknai sumber ~ sumber pendapatan yang potensial dikelo ekonon

‘ dm elektip yang ditujukan bagl pembiayan pembangunan dan penlnlh

pclnynnnn masyarakat.,
Penyelrnagunmn pemerintah  pelaksanaan  pembangunan dan peningkatan

q htemnn masyarakat ditinjau dari sisi pendapatan terhadap kebutuhan belanja
masih tertata dengan baik dan untuk tahun = tahun ke depan di upaynkan akan

akln membaik.
Konstruksi kebijakan pengelolaan keuangan Desa yang akan dituangkan dalam

\PRDes di arahkan untuk memenuhi beberapa norma dan prinsip anggaran berikut

i yang kemudian menjadi pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannyd,

Transparansi dan Akuntabilitas APBDes
Merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang

baik, bersih dan tanggung jawab.

Disiplin Anggaran

Program dengan  berorientasi  pada  kebutuhan

meninggalkan  keseimbangan — antara pembiayaan
h, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh
an dilakukan berlandaskan azas efisiensi , tepat

harus disusun

masyarakat  tanpa
penyelenggaraan pemrinta

karena itu penyusunan anggal
waktu pelaksanaan dan penggunaanya dapat dipertanggungjawabkan.

Keadilan Anggaran

Pendapatan pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme, ADD, DD,
hasil dan pajak. Untuk itu pemerintah  Desa wnjib
nggunaanya secara adil dan merata berdaun.km

Retribusi Bagi

mengalokasikan  pe
rumbangan yang obyektil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompu 5
L ¢

1~y N

f‘lr'
Sy tumpa dxslcriminasi dalam pemberian pelayanan.




i Kebljakan Pemerintahan yang baik.

_. Kebijakan penyediaan infrastruktur dasar secara berkelanjutan.
Kebijakan Pro peningkatan lapangan pekerjaan untuk pemban

berkelanjutan
Melalui rumusan kebijakan umum ini, diperoleh sarana untuk menghas
Agar kebijakan umum da

perbagai program yang paling efektif mencapai sasaran.
d jadlkan pedoman dalam menentukan program pri
umum dibuat dalam beberapa perspektil sesuai s

1. Kebijakan pada perspektif layanan m
mengarahkan kejelasan kelompok masyarakat yang akan dilayani,

dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan. O
Kebijakan pada perspektifl proses internal pemerintah desa adalah kebijali'aﬁ‘ a

dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan lembaga-lembaga penduk
' f yang mendorong proses-proses inovasi, pengembangan usaha desa'
penyerahan layanan pada kelompok masyarakat yang sesuai.

5 ebljakan pada perspektif kelembagaan yaitu kebijakan y
a-upaya yang meningkatkan kinerja ke depan berupa inves

joritas yang tepat, kebijakan
{rateginya, sebagai berikut: '

asyarakat adalah kebijakan yang daj
kebutu




tnpa perencanann yang disusun bmhurhn oranghn me
sunl  poraturan  dan peandang undangan  yang m Pere
il desn merupakan menlvestas) darl kewenagan desa |

u n..l ustl dan kewenangan lokal berskala desa, yang di da

| dung unsur kewenangin mengatur dan mengurus pembangunan d“lv !
'i lmbnngun kemandirinn desa dalam kerangka Desa Membangun harus dl.mullli-‘
darl proses perencanaan dan penganggaran desia yang balk, dan dilkutl dengan

i kelola program yang balk pula, Pembangunan desa yang efektif bukanlah
 sematamati karena adanya kesempatan dengan adanys bantuan pendanaan
' yang cukup besar, akan telapl merupiakan hasil dari penentuan pilithan-piliban
prioritas kegiatan yang memang menjadi kebutuhan desa,
Dengan kewennngan yang begitu besar, dan dukungan sumberdaya yang besar
pula, maka desa diharapkan mampu membangun dirinya untuk tumbuh dan
berkempang sebagal salah satu kekuatan dalam membangun Indonesia darl
pinggiran, Ini merupakan salah satu dari Nawa Cita Pemerintahan Kabinet
Kerja, yang ingin mejadikan  desa sebagal pllar utama dalam  memangun
Indonesia. Untuk itu, kita tidak boleh mengulang kesalahan masa lalu, dimana
perencanaan pembangunan desqd dibuat “ala kadarnyd”, tidak melakukan kajian

yang, sungguh-sungguh schingga tidak bisa membedakan mana kebutuhan

untuk masyarakat desa dan mana yang hanya keinginan sebagian kecil elit

desa,
Harapan menjadikan desa sebapal salah satu pilar utama dalam membangun

Indonesia hanya dapat diwujudkan jika Pemerintah Desa bersama masyrakatnya
sungguh-sungguh melaksanakan perencanaan pembangunan desa yang baik.
Pemerintah desa dan masyarakatnya perlu bekerjasama untuk meninggalkan

kebiasaan lama yang menjadi proscs perencanaan hanya scbatas

“menggugurkan kewajiban’”.
Setelah kebijakan umum dibuat, langkah selanjutnya adalah merumuskan

~ program pembangunan desa yang merupakan sekumpulan program prloﬂtu
;.yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan dna.

ap ini sangat penting dalam perumusan RPJM Desa karena hasil d
uaan program pembangunan desa menghasilkan rencana pembanm :
ngk: tde]am bentuk kegiatan prioritas. . -
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